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VISI MISI PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

Menimbang

Mengingat

PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

a. bahwa untuk melaksanakan Kketentuan Rencana Strategis

Perubahan 2018-2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung
pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perindustrian Kabupaten Belitung dalam  meningkatkan
pertumbuhan ekonomi melalui investasi, meningkatkan kualitas
pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, serta
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu
pintu, perlu pedoman yang mengatur mengenai Visi Misi Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perindustrian Kabupaten Belitung;

. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada

huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perindustrian Kabupaten Belitung.

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 1821);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan WNepotisme (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);



10.

11.

12.

13.

14,

Undang-Undang Republik 1Indonesia Nomor 25 ‘Tahun 2007
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indoensia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Republik 1indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang
Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor 23 ‘Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2020
Nomor 245);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia

‘Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Repubiik

Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
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Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 ‘Tahun 2021
Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24
Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita
Acara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Acara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor S5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Belitung {Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor
24);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah
Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 30);

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perindustrian Kabupaten Belitung;

Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Kode Etik
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 32);

Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2021 tentang Pendelegasian
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan BeRusaha dan Non
Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 33);

Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 34);



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN :

: Menetapkan Visi Misi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan

Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Visi Misi dijadikan pedoman pelaksanaan tugas pada Dinas
Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan
Perindustrian Kabupaten Belitung, sebagaimana tersebut dalam
diktum pertama keputusan ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam keputusan ini.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan

bahwa segala sesuatunya akan diubah sebagimana mestinya
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Tanjungpandan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

KEPALA DINAS
PENANAMANSMODAL, PELAYANAN TERPADU

EN BELITUNG

‘“Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung

2. Inspektur Kabupaten Belitung

3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Belitung



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

NOMOR : 188.46/003/KEP/DPMPTSPP/2022
TANGGAL : 03 JANUARI 2022
VISI

“MEWUJUDKAN EKONOMI YANG BERKEADILAN, BERDAYA SAING DAN
INOVATIF DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2023”

MISI

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan;

2. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif,
professional, akuntabel dan transparan;

3. Meningkatkan Ekonomi berbasis potensi daerah yang

berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Keterkaitan dengan Program Kerja Bupati Belitung dan Wakil Bupati
Belitung, yaitu :

1. Program KETARAP, yaitu : Keterpaduan antara Rakyat dan Pengusaha;
2. Program ILAK, yaitu : Insentif Langsung untuk kemajuan, berupa
insentif untuk investor yang rutin dalam memberi CSR;

3. Program KERISI, yaitu : Kios Pelayanan Informasi dan Perizinan

Investasi Berusaha Terintegrasi.

PALA DINAS
DAL, PELAYANAN TERPADU
AN FERINDUSTRIAN

ATEN BELITUNG

P=196508051994031006



